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bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayal (2) huruf k Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Hetribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota;

bahwa dalam rlngfa pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan di ivitayan Kabupaten Muna serta sebagai pelaksanaln. ketentuan

Pasal 95-ayat (1) Unllan$-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak.Daerah

dan Retribdsi D'aerah, peiiu meng;tur tentang ketentuan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan dalam Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainlana dimaksud huruf a, b dan c, maka

perlu diatur dengan Peraturan baerah tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkai fl df Sufawesi (Lembaran Megara Tahun f959 lt{omor 74, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 1822);
Undang-undang Nomor 5 Tai^iun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agrarii(Lembaran Negara Tahun J960 Nomor , Tambahan Lembaran Negara

Nomor );
undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

rVegara fanun igOt Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3W4;
Uniang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan.Surat
paksaitemOaian Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Nomor bOgf ) sebagaiirana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun

2000 (Lembaran l.i"gttt Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4048);
Undang-und'ang Nomar 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Paiak 

-(-Lembaran
Negara-Tanun |OOZ Nomor 2T,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

UnJang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara-Tahun lOO+ Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor4355)q

Uniang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemb,entukan Peraturan Peraturan
perunJang-unJangan (Lembaran Negara Tlnun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389);
Undang-undarig Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

sebagJimana Lt.n diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang U1*j 32 Tafun
2004 tentang Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara Tahurt 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor M37);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerrah dan Refibusi Daeraft

fi-"rnOirun Neg:ara Tahun.2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor ilg);
Feraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaran Tanah (Lembaran

N"g"ru Tahun 1997 |.lornor , Tambatran Lernbaran hteggfa t'llomnf I
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam

Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor4049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor'[40, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4578):
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaa(an fnsen(if Pemungu{an Pajak Oaerah dan Retribusi [Jaerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Repubtik lndonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9f Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak
(Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2O1O Nomor 153, Tambahan
lemabaran Negara Repubtik fndonesia Nomor 5t7gl

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nonior 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 20A6 ten;Iang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah

dan Berita Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas

di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. peraturan Menteri Keuangan Nomor :

Perwakilan Lembaga lnternational yang
l'anah dan Bangunan;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002
Lembaran Negara Nomor 22).

147/PMK.071201O terltang badan atau
tidak dikenakan Bea perolehan Hak Atas

2OO2 tentang Penykiik
Nomor 22, Tarnbahan

Dengan Persetuiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUUNA

dan
BUPATI MUNA

MFIIfUTUSKAN

Menetapkan : PEFU\TUR/AN DAERAIITENTAI{G BEAPEROI-E}IAN I-IAKATASTANAH DAt'lBAI{GLNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah KabuPaten Muna;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepafa Daerah adafah Bupatf Muna;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Muna;
5. Kepaia Dinas adatah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Muna;

/-
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6. Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yaig teruiang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkin Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakari untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakYat;
7. Bea Perotenan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak

atas tanah dan/atau bangunan;
B. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh

orang pribadi atau Badan;
g. Hak 

"Rtas Tanah dan/aiau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak

pengelolaan, beserta bangunan diltasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang di bidang pertanahan dan bangunan;
f0. Nrlai J-uat Objeli Pajak, yang setanjrinya dlsingkat NJOP adalah harga rata-rata

yang diperole-h dari transat<si-luat Ueti ying terjadi se.cara wajar, dan bilamana tidak

i"pit transaksi jual beli, NJOP ditentufin melalui perbandingan harga dengan

objek lain yang slienis, dan atau nilai perolrhan baru, atau NJOP pengganti;

11. Pajak yang teruaiang adalah pajak yang harus. dibayar pada suatu saat, dalam

Uasa Falaf, dalam Tinun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak;

12. Surat raginan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat sTPD adalah surat untuk

melakukJn tagihan pajak dan/atju rik.i adrinistratif berupa bunga dan/atau denda;

13. Surat Ketetapan paiif Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB

adatah surat ketetipan pajak yang menentukan besarnya jumtah pokok pajak,

jumlah kredit pajak, jumtan kefuranlan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi

administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

14. Surat Ketetapan' Palak Daeiafi Kurang Bayar Tambatran, yafig setafliutnya

disingkat SKPDKRT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan

atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
tS. Surat Ketetapan p"pi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutrrya disingkat SKPDLB

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

pajak karena jumlah kredit-pajif tJUin besar darifada pajak yang terutang atau

seharusnya tidak terutang;
16. Surat Ketetapan Pajak Dierah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat

ketetapan paiaf yan"g menentukan jum[n pokok pajak sama besamya dengan jumlah

kredit pajak atau'palit< tiOat< terutang dan tidak terutang dantidak ada kredit paiak;

17. Surat Setoran itjjar. Daerah, ylng selanjutnya disingkat SSPD adatah bukti

pembayaran atau penyetoran pijatiy"ng tbtan dilakukan dengan menggunakan

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah rnefaltJi tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
18. Surat pemberitahian ealat< Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat

yang oleh wa.iio ealat< digunakan untuk melaporkan penghitungaft , Mdau
pembayaran p";"k, oOief palif< dan/atau bukan objek pajak, dan/atau. harta dan

kewajiban ,*rrui dengan tceientuan peraturan perundang-undangan perpajakan daenah;

19. Surai Keputusan Fembetutan adalah surat keputusan yang rnernbetulkan

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalatn penerapan ketentuan

tertentu dalam peraturan perunlang-undangan perpajakan daerah y€ng terdapat

dalam Surat Keietapan Pajak Daera6 Kurang Bayar, Surat Ketefapan PaiakDaerah

Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajqk Daerah Nihil, Surat Ketetapan

Pajak-Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan

Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan_Paj{.-}9ran Kurang

Bayar:'Tambahan, Surat Ketetapan Fajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Paiak

Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pbmotongan atau pemungutan oleh pihak

ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

21, Ban-ding JAaUi upaya hukum yang dapat clilakukan oleh Wajib Pajati 4au
penanggung pajak tbrnaOap su-atu 

- 
keputusan yang dapat diqjukan banding

berOasa rf an pe ritu ran perundang-u ndangan perpajakan yang berlaku;.

22. putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap

SuratKeputusanKeberatanyangdiajukanolehWajib.Pajak;
23. pemungutan adalah suatu ringtiaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek

dan subjek pajak, penentuan- besarnya pajak yang tenrtang sampai kegiatan

penagihin pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;

/t



4

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

25. Penyidikan adalhh serangkaiSn tindakAn yang dilakukah oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yeng ditentukan oleh
Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeiuaran daerah.

BAB II
NAMA, OSJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dipungut pajak dengan nama Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasaf 3

(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan;

(2) Perolehan Hak atas TAnah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :

a. pemfndahan hak karena :

1. jual beli;
2. tukar menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum [ain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
B. penunjukan pembelidan lelang;
g. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
1 1. peleburan usaha;
1 Z. pemekaran useha;' afa-u
13. hadiah.

b. Pemberian hak baru karena :

1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. diluar pelepasan hak.

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(a) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah objek pajak yang diperoleh :

a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakukan timbal balik;
b. negara/daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk

pelaksanaan pembangunan grlna kepentingan umum;
c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau me|akukan
kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain
dengan tidak adanya perubahan nama;

e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah



(1)

(2)

Pasal 4

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 5

/Vajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

BAB III
DASAR PENGENAAN TA,RIF

DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai
Perolehan Objek Fajak;
Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :

jual beli adalah harga transaksi;
tukar menukar;
hibah adalah nilai pasar;
hibah wasiat adalah nilai pasar;
waris adalah nilai pasar;
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap adalah nilai pasar;

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah
nilai pasar;
pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak adalah nilai pasa[
penggabungan usaha adalah nilai pasar;
peleburan usaha adalah nilai pasar;
pemekaran usaha adalah nilai pasar;
hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
penunjukan pembelidalam lelang adalah harga transaksiyang tercantum dalam
risalah lelang.

Jika Nilai Pbrolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lelrih rendah daripada NJOP yang
digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya
perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumidan Bangunan;
Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar
Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Paiak;
Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hfbah wasiat,
termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesarS % (lima persen).

Pasal I

Besaran pokok pajak yang tenrtang dihitung dengan @ra mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud datam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehirn Otiek Paiak Tidak

Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat(A) atau ayat (5);

Dafam haf NJOP sebagaimana dimaksud dafarn pasal 4 ayat (3) tidak diketahui
atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalhm pengenaan BPI'{TB
yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebageimana- dimaksud
OalJm Fasat:S dengan NJOP PBB setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal4 ayat (4) atau ayat (5).

a.
b.
c.
d.
e-
f.
o.
h.

J.

k.
t.

m.
n.
o-

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)

4.,



BAB IV
WILAYAI.I PEMUNGUTAN

Pasal 9

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut diwilayah daerah.

BAB V
SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 1O

(1) Saat teMangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :

a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendafiarkan peralihan haknya

ke kantor bidang pertanahan;
f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggat

dibuat dan ditandatanganinya akta;
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan

ditandatanganinya akta;
h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum yang tetap;
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah

sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya

surat keputusan pemberian hak;
k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat clan ditandatanganinya akta;
m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangeninya akta;
n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

(3) Pajakyang terutang harus dilunasi pada saatterjadinya perolehan haksebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pomungutan

Pasal 11

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkari;
(2) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak rnendasarkan pada

adanya SKPD;
(3) Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaparkan sendiri paiak yang tefirtaflg

dengan menggunakan SSPD;
(4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga merupakan SPTPD;
(5) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) walib diisi dengan benar, tengkap

serta ditandatangani oleh Wajib Pajak;
(6) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Kepala Daerah

atau Pejabat yang berwenang sebagai bahan untuk dilakskan penelitian

Pasal 12

(1) Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB diaturr lebih lanjut dengan Peraturan
Kepalah Daerah;

(2) Peraturan kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara
penyampaian, pembayaran, penelitian, pelaporan, dan pendaftaran akta dan
penQurusan akta pemindahan hak.

4,
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Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

2. Jika SSPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu
tertentu d'an setelah ditegur secara tertulis tidak disarlfakan pada
waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

3. Jika kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan;

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumrah pajak yang terutang;

c. SKPDN jlka jumtah papk yang {erutang sama besarnya dengan lumfafr kredit
pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (f) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa
bunga 2 % (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang dibayar atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan,
dihitung sejak saat terutangnya pajak;

(3) Jumlah Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi adminstratif berupa kenaikan 1OA o/o

(seratus persen) dari jumlah kekurangan paiak tersebuq
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib Pajak

melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada qyat (tJ

huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif kenaikan sebesar 25 o/o (dua puluh
lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar
2o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau tertambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak.

Pasal 14

Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT akan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan kepala Daerah.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal 15

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :

a. pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
b. dari hasil pemeriksaan SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai. akibat

salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikbnbkan sahkbi administratif berupa buhga atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi admininistratif berupa bunga
sebesar 2 o/o (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 ([rna belas) bulan
sejak saat terutangnya pajak.

/



BA,B VII
PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 16

(1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

(2) Pajak yanQ terutang sebbgaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pbdh Saat jatuh
tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang bayar dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu
paling lama24 (dua puluh empat) bulan;

(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bungq sebesar 7 olo (dua
persen) setiap bulan;

(4) Palak yang terutang dlbayar ke Kas Umum Daerah atau fempat pembayaran faln
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; ;..

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetiran, angsuran dan
penundaanpembayaranpajakdiaturdenganPeraturanKepa[aDaeRh;

Pasal 17

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak atau
kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kbdua
Keberatan dan Banding

Pasal 18

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a. SKBPKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB
d. SKPDN.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa lndonesia dengan disertaialasan-
alasan yang jelas;

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujuiWajib Pajak;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan
sehingga tidak dipertimbangkan;

(6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos
tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

/.,
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Pasal 19

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yan! diajukan;

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan clapat berupa menerima slturunnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;

(3) Apabila jangka waktu sbbageimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat clan KeFla.Daeah
tidak memberi suatu keptrtusan, keberatan yang diajukan terseOut Oianggap dikabull€n.

Pasal 20

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan pajak
terhadap kepr,rtusan mengenaikeberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daenah;

(2) Permohonan bahdinQ sebagaimahh dimaksud pada ayat (1) tliajui<an secara tertutis
dalam bahasa lndonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka walfu 3 (tiga) bulan
sejak keputusan diterfma, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan terseOui;

(3) Pengajuan permohoan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan Banding.

Pasal 21

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagaian atau
seluruhnya, kelebihan pembayar:an pajak dikembalikan dengan ditarnbah mGAn bunga
sebesar2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama24 (dua puluh empat) bulan;

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKpDLB;

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 50 % (lima puluh peisen) dari
jutnfah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangr dengan palakyang telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan;

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrative
berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagalmana dmaksud pada ayat
(3) tidak dikenakan;

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10A % (seratus perien) ciari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan penghapusan atau

Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 22

(1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau srPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung darlatau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan peru ndang-undargan perpajakan daerah.

(21 Kep;ata daeraft dapat:
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda

dan kenaikkan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kektriHan
Wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengann tata cara yang ditentukan;
e. mengurangkan atau membatalkan pajak terutang dalarn hal objek pajak terkena

bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
f. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertirnbangan

kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan paiak sebagaimna
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

/,,
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BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

(1) Atas kelebihan pem.bayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Kepala Daerah;

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pernbayaran paiaksebagaimana

- dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21telah ditampaui

dan K-epafa Daerah ticiak memberi[an suatu keputusan, permbnoir6n pengemuitian
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus dite'rbitkbn dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

@) Apabila Walib P-apk mempunya[ utang pajak lainnya, kefebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melun-asi
terlebih dahulu utang pajak tersebut;

(5) Pengembafan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling tama 2 (dua) bulan sejak iiterUitf-annyi
SKPDLB;

(6) Jika pengembalian kelebiltan pembayaran pajak dilakukan setelah fewat 2 (dua)
bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (duapersen) setiap
bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak; 

'

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajat< seU'agaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

KA D A L u wot#ruo'L * A G r H A N

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya palak, kewah apabrta Wafib
Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerih;

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dinraksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak

langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Paksa tersebut;

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat Q)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib pajak.

Pasal 25

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadalr.rwarsa dapat dihapuSkan;

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatuti deiigan
Peraturan Kepala Daerah.
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BAB X
KEWAJIBAN DAN SANKSI BAGI PEJABAT

Pasal 26

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris menandatangani akta pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menylrahkan buktipembayaran pajak;

(2) Kepala Kantor_ yang membidangi pelayanan lelang negara menandatangani risilar,
lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Eangunan setetah dajib pajak
menyerahkan bukti pembayaran pajak;

(3) Kepala Kantor Bidang Pertanahan melakukan pendaftaran Hak atas Tanah setelah
Wajib Paiak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 27

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi
pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalalr leiang peroleha-n
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lamlbat tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya;

(2) Tata cara pelapbran bagi pejabat sebagaimana dimaksud phda ayat (1) diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi
pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 Tiyat (]) oan ayat (2) dikenakan sanksi administrb:tif berupa dehda sebesar
Rp. 7.500.000,0O_(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap peianggaran;

(2) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang meianggar t<etbrituan 
-Iebagaimana

dimaksud dalam- Pasal 25 ayat (3) dikenakan san[si sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

(3) Pejabat Pembuat Aka Tanah/Notaris dan F.epala Kantor yang membidangi
pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana di-maksud dalam
lu"?f 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif Eerupa denda sebesar
Rp.256.0a0,0u (dua ra(us fima puluft ribu rupnhj untuk seffap taporan.

BAB XI
PEMERII(SAAN

Pasal 29

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanikan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokuineh yang menjadi
dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang tenttang;

b. memberkan kesempafan untuk memasukl'ternpit atau ruairgah ylng dian-ggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Apabila pada saat pemeriksaan, Waj'ib Pajak tidak mefaksanakan kewajban

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemerikiaan pajak diatur dengan

Peraturan Kepata Daerah.

"/
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BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

[1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja;

i2) Pemberian insentif sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) ditethpkan melhlui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

i3) Tata cara pemberian dan pemanfbatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 3f

(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pbkerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

i2) Larangan sebagafmana dimaksud pada ayat (1) berfaku juga terhadap Tenaga Ahfi
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

[3) Dkecualikan dari ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2]
adalah:
a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam

sidang pengaditan;
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk

memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau lnstansi
Pemerintah yang berwenang mefakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan
daerah.

{4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izln tertulis kepada
Pejabat s€bagairTiana dirndksud pada ayat (1) dan Tenaga Ahli sebdgeimana
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis
dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk;

15) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata,
atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Aara
Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana
drrraksnC Vda ayat (tl, dan Enaga alrrt sab4gaimana dirnaksud pada ayat (2J,
untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertrr.rlis dan keterangan Wajib Pajak
yang ada padanya;

{B) Perrnintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (51harus menyetrutkafi nama
tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara
pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

il) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah;

i2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang ditakukan sehubungan dengan ttndak
pidana perpajakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

z
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d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bulrti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyiclikan tiniJak
pidana di bidang perpajakan daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang nreninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa idehtitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaitersangka

atau saksi;
i. menghentikan penyidikan; dan/afau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

i3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik lndonesia, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

[1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SSPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan kel.erangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar;

(2)Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak merryampaikan SSPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 2 (dua) tahun atau pidan adenda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 34

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka

waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 35

i1) Pejabat atau tenaga ahliyang ditunjuk oloh Kepala Daerah yang karena kealpaannya' ' 
tid;k memenuhl kewajibin merahisiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Fasal

30 ayat (1) dan ayat (i) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun

dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah|

iZ) Peiahat atau tenaga anfi yang drtunjuk oteh Kepala Daerah yang dengan sengaja' ' 
tid;k memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) 9?n ayat (2)

dipidina dengan pidani kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda

paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

i3) Fenrintutah terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat' (4 hanya ditakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya ditangga6

la) iuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) sesu.ai dengan

sifatnya adalah menyaigkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib
Pajak, kareria itu dijadikari tindak pidana perigaduan.

.l
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Pasal 36

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
padatanggal zt-6 ^ ZO't't

BUPATI MUNA,

Jh}[./
H. L.M. AaHnRJd60tr.l

/
Diundangkan diRaha
pada tanggal U -A - 2011

SEKRETARIS DAERAH KAB. MUNA

fu:=/
H. LA ORA

LEMBAMN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011
NOMOR : \?

,1 ,
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR /Z TAHUN 2O{1

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

UMUM

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbafan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarrrya kemakmuran rakyat.
Selain daripada itu, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang
memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah cialam
membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah, dfsebutkan bahwa Bea Perofehan Ffak atas lanah dan
Bangunan merupakan jenis Pajak Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Kabupaten Muna berwenang
memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada orang pribadi atau Badan yang
memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di wilayah Kabupaten Muna.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
di wilayah Kabupaten Muna serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang
Nomor 28 Tahun ZOO9 fentang Pajak Oaerah dan Refnbusi Daerah perfu mengatur ketentuan tenfang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam Pengenaan Pajak Daerah
kepada orang pibadi ateu badan sehubungan dengan perisl.iwa hukum yang niengakibdkan
diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Selain itu dengan
berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, memberikan kepastian
hukarn dart keaditarr 6agt masyaretkaf untuk berpartisipasi datam pefihiayaafi pernbarTggnafi sesuEri
dengan kemampuannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Fasat 2
Pasal 3

Ayat (1)
Ayat (2)

Huruf a

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

Angkal :CukupJelas
Angka2 : CukupJelas
Angka3 :CukupJelas
Angka 4 : Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai

pemberian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada orang pribadi
atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pernberi hibah wasiat
meninggaldunia.

Angka5 :CukupJelas
Angka 6 : Yang dimaksud dengan pemasukan dalam perseroan atau badan

hukum lainnya adalah pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan
hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas
atau badan hukum lainnya tersebut.

Angka 7 : Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah pemindahan
sebagian hak bersama atas tanah dan/atau bangunan oleh orang
pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama-

Angka 8 : Penunjukan pembeli dalam lelang adalah penetapan pemenang lelang
oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah
lelang.

"/,



Angka 9

Angka 10

Angka 11

Angka f2

Angka 13

Huruf b
Angka 1

Angka 2

t6

: Sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi
atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang
ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

: Penggabungan usaha adalah penggabungan dari dua badan usaha
atau lebih dengan cara tetap mempertalrankan berdirinya salah satu
badan usaha lainnya yang menggabung.

: Peleburan usaha adalah penggabungan dari dua atau lebih badan
usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi
badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

: Pemekaran usaha adalah pemisahan suatu badan usaha menjadl dua
badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan
mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru
{ersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang fama.

: Hadiah adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas
tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh orang pribadi atau badan
hukum kepada penerima hadiah.

: Yang dimaksud dengan pemberian hak banr karena kelanjutan
pelepasan hak adalah pemberian hak kepada orang pribadi atau badan
hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

: Yang dimaksud dengan pemberian hak baru diluar pelepasan hak
adalah pemberian haFc baru atas tanah kepada arang prlbadl afau
badan hukum dari Negara ,atau dari pemegang hak milik menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintalr.

: Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang
ditentukan oleh perudang-undan gan y ang berlaku.

: Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan
jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nornor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

: Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil
dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atav tanah milk orangt
lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya
atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian
sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu
sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-
undanglan yaqg' he.':laku.

: Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang
bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun
metiputi juga hak atas bagian bersama, benda bersarna, dan tanah
bersama yang semuanya merupakan suatu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

: Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan
pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya,
antara lain berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah,
bangunan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan
bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga darVatau bekerja
sama dengan pihak ketiga.

Ayaf (3)
Huruf a

Huruf b

Huruf c

Huruf d

Huruf e

Huruf f

/



Ayat (4)
Huruf a
Huruf b

Huruf c

Huruf d

Huruf e

Huruf f
Pasaf4
Pasal 5
Pasal 6

Ayat (1)
Ayat (2)

Huruf a

Huruf b
Huruf c
Huruf d
Huruf e
Huruf f
Huruf g
Huruf h
Huruf i

Huruf j
Huruf k
Huruf I

Huruf m
Huruf n
Huruf o

t7

: Cukup Jelas
: Yang dimaksud dengan tanah dan/atau bangunan yang digunakan

untuk menyelenggarakan pernerintalran dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan/atau
bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan kegiatan yang
semafa-mata trdak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya tanah
dan/atau bangunan yang digunakan untuk instansi pefnerintah, rumah
sakit pemerintah, jalan umum.

: Yang dimaksud dengan Badan atau perwakffan fembaga intemasional
adalah badan atau perwakilan organisasi internasional, baik pemerintah
maupun non pemerintah.

: - Yang dlmaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak darf
hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok
Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.

Contoh:
Bekas tanah hak milik adat (dengan bukti Surat Girik atau
sejenisnya) menjadi hak baru.

- Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya
perubahan nama, antara lain memperpanjang hak atas tanah tanpa
adanya perubahan nama.

Contoh:
Perpanjangan Hak Guna Bangunan yang dilaksanakan baik sebelum
maupun setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan.

: Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi
atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang
berupa hak milik tanah dan/atau bangunan dan melembagakannya
untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan
umum lainnya tanpa imbalan apapun.

: Cukup Jelas
: Cukup Jefas
: Cukup Jelas

: Cukup Jelas

: Yang dimaksud dengan harga transaksi adalalr harga yang terjadi dan
telah disepaka{i ofeh pihak-piha k yang bersangkufan.

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas

1,,



Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (5)

18

: Contoh:
1. Wajib Pajak uAo membeli tanah dan bangunan dengan Nilai

Perolehan Objek Pajak (harga transaksi) Rp. 130.000.000,00
(seratus tiga puluh juta rupiah). NJOP Pajak Bumi dan Bangunan
adalah sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta
rupiah), maka yang dipakai sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Rp. 135.000.000,00 (seratus
trga pufuh fima luta rupiah) dan bukan Rp. 130.000.000,00 (seratus

tiga puluh juta rupiah).
2. Wajib Pajak "8" membeli tanah dan bangunan dengan Nilai

Perolehan Objek Paiak (harga transaksi) Rp. 140.000.000,00
(seratus empat puluh juta rupiah). NJOP Pajak Bumi dan Bangunan
adalah sebesar Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta

rupiahJ, karena Nifar Perofenan Objek Paiak febih tinggi dari NJOP
maka yang clipakai sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan adalah Rp. 140.000.000,00 (seratus
empat puluh juta rupiah) dan bukan Rp. 1SS.OOO.OA5,OO (seratus tt'52a

puluh lima juta rupiah).
: Untuk setiap Wajib Pajak diberikan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak

Kena Pajak sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
Contoh :

Wajib Pajak memperoleh tanah dan bangunan :

- Nitai Perolehan objek Pajak (NPoP) RB. 80.000.000,-

' Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

' Nilai Perolelran Objei< Pajak
Kena Pajak (NPOPKP)

: l.Wajib Pajak mendaftarkan warisan berupa tanafr dan bangunan:
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp.450.000-000,-

' NPOPTKP untuk perolehan hak karena
waris (lurus satu derajat keataslbawah) Rp. 30O.OOO-00O'- G)

. Nilai Perolehan Objek Pajak
Kena Pajak (NPOPKP) Rp. 150.000.000,-

2. Wajib Pajak mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung :

' Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp. 500-000-000,-
. NPOPTKP untuk perolehan hak karena

hibah (hubungan keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu
derajat keatas/bawah) Ro. 300.000-000'- G)

. Nilai Perolehan Objek Pajak
Kena Pajak (NPOPKP) Rp. 200.000.000,-

3. Wajib Paiakmendaftarkan wan'san berupa tanah dan bangunan :

. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp. 350.000.000,-

. NPOPTKP untuk perolehan hak karena
warls (bukan furus satu derajat
keatas/bawah)

. Nilai Perolehan Objek Pajak
Kena Pa1'ak (trfPUtrFJ

Cukup Jelas
Contoh:
Wajib Pajak membelitanah dan bangunan dengan

' Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp.80.000.000,-
Nilai Perofehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak (NPOPTKP; Re. 60-08O080;-L)
Nilai Perolehan Objek Pajak
Kena Pajak (NPOPKP) Rp. 20.000.00O,-
Pajak yang terutang
(5o/oxRp.20.000.000,-) Rp. 1.000.000,-
Bea Perolelran Hak atas Tanah dan Bangunan Rp. 1.OOO.0OO,-

Ro. 60.000.000.- G)

Rp.20.000.000,-

Rp. 300.0Q0.00Q- G)

Rp. 50.000.090,-

Pasal 7
Pasal B

t,
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Pasal 9
Pasal 10

Ayat (1)
Huruf a

Huruf b
Huruf c
Huruf d
Huruf e
Huruf f
Huruf g
Huruf h
Huruf i
Huruf j
Huruf k
Huruf I

Huruf m
Huruf n
Huruf o

Ayat (2)
Pasal 1t
Pasal 12

Ayat (1)
Ayat (2)

: Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya
akta adalah tanggal dibuat dan ditandatangani akta pemindahan hak di
hadapan.
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jefas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Yang dimaksud dengan sejak tanggal penunjukan pemenang lefang
adalah tanggal ditandatanganinya Risalah Lelang oleh Kepala Kantor
Lelang Negara atau Kantor Lelang lainnya sesuai dengan peraturan
p€rufldang:-undangan yang berlaku yang meffuef antare fain nama
pemenang lelang.
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas
Contoh:
Wajib Pajak memperoleh tanah dan bangunan pada tanggal 2O Maret
2Ar., Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp tt5.O0O.00O,-. Nilai Perolehan Objek Pajak

Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp. 60.000.000.- G). Nilai Perolehan Objek Pajak
Kena Pajak (NPOPKP)

. Pajak yang terutang
(5Vo x Rp: 55.000.000;-)

Rp. 55.000.000,-

Rp. 2.75O.00O;

Hasil pemeriksaan pada tanggal 20 Desember 2011, ditemukan data
yang belum lengkap yang menunjukan bahwa :

. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
sehenamya. Nilai Perolehan Objek Pajak

Rp 165.000000,-

Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp. 60.000.000.- G). Nilai Perotehan Obiek Paiak
Kena Pajak (NPOPKP)

. Pajak yang terutang
tS ?/o x Rp- 1 05-000-000,r)

. Pajak yang telah dibayar
' Pajak yang kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga dari 20 Maret 2011 sampai dengan
20 Desember 2Q11 :

(2 % x 10 bulan x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 500.000,-

Jumlah pajak yang harus dibayar :

Rp. 105.000.000,-

Rp. t25O-000,-
Rp. 2.750.000.- C)
Rp. 2.500.000,-

. Pajak yang kurang bayar

. Sanksi administratif
Rp.2.500.000,-
Rp. 500.000.- (+)
Rp.3.000.000,-

Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebesar
Rp. 3.000.000,-

L



Pasal 13
Ayat (1)

Ayat (2)

20

: Dalam jangka waKu 5 (lima) tahun setelah saatterutangnya pajak, padaWajib
Pajak dapat dietrbitkan SKPDKBT dalam hal ditemukan data baru atau data
yang semula belum terungkap berdasarkan pemeriksaan atau ketenangan lain
yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

: Contoh:
Berdasarkan contoh dalam Pasal 12 ayal (2), bahwa Wajib Pajak
memperoieh tanah dan bangunan pada tanggaf 20 Maret 2011 kemudian
telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Desember 2011 ditemukan
bukti yang menyebabkan diterbitkannya SKPDKB. Pada tanggal20 Maret
2A12 dilakukan pemeriksaan dan ditemukan buktl baru.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggaf 2O Desember 2011,
ditemukan data yang belum lengkap yang menunjukkan bahwa :

. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

. Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak (NPOPTKfl

. Nilai Perolehan Objek Pajak
Kena Pajak (NPOPKP)

. Pajak yang terutang.
(5 o/o x Rp. 55.000.000,-)

sebenarnya. Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

' Nilai Perolehan Objek Pajak
Kena Pajak (NPOPKP)

' Pajak yang terutang
(5 % x Rp. 105.000.000,-)

. Pajak yang telah dibayar

. Pajak yang kurang bayar

Jumlah pajak yang harus dibayar:
. Pajak yang kurang bayar
. Sanksi administratif

. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

. Nflaf Perofehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)

. Nilai Perolehan Objek Pajak
Kena Pajak (NPOPKP)

. Pajak yang terutang
(5 o/o x Rp. 115.000.000,-)

. Pajak yang tetah dibayar

. Pajak yang kurang bayar

Sanksi administratif berupa kenaikan :

(100%xRp.500;000,-)
Jumlah pajak yang harus dibaYar :

- Pajal( yang kurarrg baya(
. Sanksi administratif

Kekurangan pajak yang terutang
Rp. 1.000.000,-

Rp. 115.000.000,-

Rp. 60.000.000.- (-I

Rp. 55.000.000,-

Rp. 2.750.000,-

Rp. 165.00O.000,-

8p--@,9W*9$;-(:l

Rp. 105.000.000,-

Rp. 5.25O.0OO,-
Rp. 2.750.000.- C)
Rp. 2.500.000,-

Rp.2.500.000,-
Rp. 500.000.- (+)

Rp.3.000.000,-

Rp. 205.000.000,-

Rp. 60.000.000.- G)

Rp. '115.000.000,-

Rp. 5.750.000,-
Rp. 5.750.0OO.- (-)
Rp. 500.000,-

Rp. 1.000.000,-

Rp. 5O0.OOO,-
Rp. 500.000.- (+)
Rp. 1.000.000,-

dalam SKPDKBT sebesar

Sanksi administratif berupa bunga dari 20 Maret 2ott samqat dengan
20 Desember 2Q11 sebesar :

(10 x 2 % x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 500.000,-

Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebesar
Rp. 3.000.000,- dan telah dilakukan pembayaran.
Pada 20 Maret 2012, ternyata ditemukan data baru bahwa :

2



Ayat (3)

Pasal 14
Ayat (1)
Ayat (2)

Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17

Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)

Ayat (4)
Ayat (5)
Ayat (6)

Pasal 18
,tfasar'fO
Fasal 20
Fasal 21
Pasal 22

Ayat (1)

Ayat (2)
Ayat (3)
Ayat @|
Ayat (5)
Ayat (6)
Ayat (7)

Pasal 23
Pasal24
Pa*a}25

Ayat (1)
Ayat (2)

Ayat (3)

2t

: Cukup Jelas

: Cukup Jelas
: Contoh:

Dari perolehan tanah dan bangunan pada tanggal2_1 _S_e_ptember 
2011,

wajib Pajak teiutan$ pajak sebesar Rp. 5.000.000,- p6da saat

terjldinya perolehan [ersebut, pajak dibayar sebesar Rp. 4.000.000'-

Atis kekurangan pajak tersebut diterbitkan STPD tanggal 23 Desember

2011 dengan perhitungan :

. Kekurangan Bayar

. Bunga
(4 bulan x2o/o x RP. 1.000.000,-)

. Jumlah yang harus dibayar pada STPD

Tagihan pajak yang terutarrg dalam STPD sebesar Rp. 1.080.000,-

Cukup Jelas
CukupJelas

cukup Jelas 
r{annan alnqan- ' llas adatahYang dimaksud dengan alasan-alasan yang J€

menlemut<akan data atau Oufti bahwa jumfah Paj{ yang terutang atau

paja[ lebih bayar yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat

yang ditunjuk tidak benar.
berfiertiari diluar kekuasaannya adalah keterlambatan Wajib P-9.1'af

yang' bukan karena kesalahannya, misalnya adanya musibah

kebakaran.
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Tanda penerimaan surat yang telah diberikan oleh Kepala Daerah atau

pejaoat yang ditunjur seuagai tanda. terima surat keberatan apabila

surat tersebut memenuhi Jyarat sebagai surat keberatan' Dengan

demikian, batas waktu penyelesaian keberatan dihitung sejak tanggal

penerimaan surat dimaksud. Apabila surat Wajib Paiak tidak memenuhi

syarat sebagai surat keberatan dan wajib Pajak memPerbaikinYa dalam

nitas waktu penyampaian surat keberatan, batas waktu penyelesaian

kebeiatan dihitung sejak d'rterima sural befikutirya yang memenuhi

syarat sebagai surat keberatan'
Cukup Jelas
Co'kup.,'brbs
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Wajib Pajak dapat mengajukan usul permohonan pengembalian

keteOinan pembayaran pajak antara lain dalam hal :

a. pajak yang dibayar t'euin besar daripada yang seftarusnya tsutangr

b. bajak y"ng t"rutrng yang dibayarkan oteh wajib Pajak sebelum akta

oitlnOataigani, nl*un perolehan hak atas tanah dan/atau

bangunan tersebut batal-

Cukup Jelas
Cukup Jelas
CukupJelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Cukup Jelas

Cukup Jelas
Yang'dimaksud dengan "risalah lelang" adalah kutipan risalah lelang

y""{ Oitundatangani-oleh Kepala Kant,or yang mernbidangi pelayanan

lelang Negara.
Cukup Jelas

Rp. 1.000.000,-

Rp. 80.000.- (+)

Rp. 1.080.000,-

/,



Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (30
Pasal 30
Pasaf 3f
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34

Pasaf 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38

22

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas

:Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan"

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan badan/lembaga lain yang

melaksanakan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.

: Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jefas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Pengenaan pidana kurungan dan pidana denda kepada peiabat atau
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan untuk
menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan
dibenfahukan kepada pihak lain, iuga aga( waiib paiak dalam
memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan

daerah tidak ragu-ragu.
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
: Cukup Jelas
r Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR: \2

L.


